PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday tidak dapat diproses lebih
lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Klarifikasi.
3. Selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan Yth :

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Teknis Terkait;

3. Pejabat Eselon | BKPM;

4. Direktur Peraturan Perpajakan Il, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

{BN )

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR PER.03/MEN/1999 TENTANG SYARAT-SYARAT
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LIFT UNTUK
PENGANGKUTAN ORANG DAN BARANG

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2015, tanggal 16 Oktober 2015)

-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA na dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Per-

aturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.C3/

Menimbang : MEN/1999 tentang Syarat-Syarat Keselamatan

a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja No- Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan
mor PER.03/MEN/1999 tentang Syarat-Syarat *Orang Dan Barang;

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk
Pengangkutan Orang Dan Barang sudah tidak | Mengingat:
sesuai dengan prosedur pelayanan keselamatan 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang

dan kesehatan kerja lift untuk pengangkutan Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Penga-
orang dan barang; wasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Re-
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima- publik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lem-
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baran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lem-

| baranh Negara Republik Indonesia Nomor 1918);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lem-
baran Republik Indonesia Negara Nomor 4279);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang .

Kementerian Ketenagakerjaan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.Q3/
MEN/1999 tentang Syarat-Syarat Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan
Orang Dan Barang; '

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiap-
kan Pembentukan Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Ran-
cangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan
Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ke-
tenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TEN-
TANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
TENAGA KERJA NOMOCR PER.Q3/MEN/1999 TEN-
TANG SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KE-
SEHATAN KERJA LIFT UNTUK PENGANGKUTAN
ORANG DAN BARANG.

Pasal |
- Beberapa ketentuan dalam . Peraturan Men-
teri Tenaga Kerja Namoar PER.O3/MEN/1999 tentang
Syarat-Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lift
| Untuk Pengangkutan Orang Dan Barang, diubah se-
| hingga berbunyi sebagai berikut: .
1. Pasal 24 dihapus.

2. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 djsisipkan 2 {dua}
Pasal yakni Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Pembuatan, pemasangan, pemakaian, dan,
atau perubahan lift harus dilakukan pemeriksaan
dan pengujian oleh Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Listrik dan/atau Ahli K3 bidang Listrik.

Pasal 24B

Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 24 A digunakan sebagai
bahan pertimbangan pembinaan dan/atau tinda-
kan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 25 dihapu‘s.

4. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1
(satu) Pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

w

Pasal 25A
Pembuatan, pemasangan, dan/atau peruba-
han lift dilakukan oleh PJK3 sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Mentersi ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1534

(BN )
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